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ABSTRAK 
 

 

Skripsi  ini  berjudul  “  Analisis  Kaidah  Fiqhiyah  Al  Yaqīnu  Lā  Yuzālu  Bi 

Shakki Terhadap Larangan Nikah Bali Utahi Getih Di Dusun Mojosari Desa 

Mojoagung Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung” Adapun yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tradisi larangan adat nikah 

bali utahi getih di Dusun Mojosari Desa Mojoagung Kecamatan Ngantru Kabupaten 

Tulungagung  dan bagaimana tinjauan kaidah fiqhiyah Al Yaqīnu Lā Yuzālu Bi Shakki 

terhadap larangan nikah bali utahi getih di Dusun Moosari Desa Mojoagung 

Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. 

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dan data yang digunakan adalah 

data kualitatif. Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah sumber data primer 

dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah 

studi kepustakaan, wawancara dan obsevasi langsung kedaerah tempat penelitian. 

Teknik pengolahan data yang digunakan peneliti adalah editing dan organizing. 

Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah metode deskriptif analisis dengan 

pola pikir induktif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan nikah bali tahi getih adalah 

pernikahan  yang  tidak  boleh  menikahi  calon  pasangan  dari  daerah  asal  ibu. 

Alasannya dikarenakan takutnya adanya hubungan sepersusuan. Dan kaidah fiqhiyah 

Alyaqīnu Lā Yuzālu Bi Shakki terhadap larangan nikah bali utahi getih tidak 

dibenarkan karena keyakinan tersebut berdasarkan perasangka-perasangka yang tidak 

bisa di buktikan kebenarannya. 

Saran untuk masyarakat didaerah tersebut lebih menerapkan hukum islam dan 

hadits dalam menyikapi segala sesuatu dan lebih memilah kepercayaan turun temurun 

mana yang bisa dibuat pegangan dan mana yang tidak bisa dijadikan pegangan,
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Allah SWT telah menciptakan  makhluk hidup itu berpasang-

pasangan yaitu jantan dan betina, laki-laki dan perempuan. Akan tetapi 

manusia tidak sama dalam hal memenyalurkan insting seksualnya dengan 

makhluk lainnya, yang bebas mengikuti nalurinya tanpa aturan. Untuk 

menjaga kehormatan dan martabat manusia maka Allah memberikan jalan 

yang terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan yang disebut 

pernikahan. Pernikahan yang diridhai Allah dan diabadikan dalam Islam 

selamanya.1Islam mensyariatkan adanya pernikahan ini merupakan 

pemenuhan kebutuhan manusia yang menurut fitrahnya secara biologis 

membutuhkan hubungan dengan lawan jenisnya yaitu hubungan antara 

pria dan wanita.2 

Pernikahan adalah sunnah Rasulullah yang apabila dilaksanakan 

akan mendapat pahala tetapi jika tidak dilaksanakan tidak mendapatkan 

dosa (tidak mengurangi pahala) tetapi dimakruhkan  karena tidak 

mengikuti sunnah Rasullullah.3Seperti hadits yang diriwayatkan oleh 

Imam Ibnu Majjah, yaitu “barang siapa yang menghidupkan satu sunnah 

                                                                 
1
Slamet Abidin, dan H. Aminuddin, Fiqih Munakahat 1(Bandung : Pustaka Setiah, 1999), 2. 

2
Ali Akbar,  Merawat Cinta Kasih (Jakarta  : Pusat Antara, 1997), 12. 

3
Syaikh Kamil Muhammad Uwaih, Fiqih Wanita(Jakarta : Pistaka Al-Kautsar, 1998), 375. 
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dari sunnah-sunnahku kemudian diamalkan oleh manusa, maka dia akan 

mendapatkan (pahala) seperti pahala orang-orang yang mengamalkannya 

dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikitpun.” 

Pernikahan sendiri berasal dari kata nikah, jika dalam bahasa arab 

yaitu نكاح..Menurut istilahnya pernikahan adalah sebuah ungkapan tentang 

akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-

syarat.4Menurut Undang Undang Pernikahan pada Pasal 1 Nomor 1 

Tahun 1974, "pernikahan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita 

sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah 

Tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." 

Tujuan dari pernikahan sendiri adalah membangun keluarga 

yangsakinah ,mawadah dan warahmah serta ingin mendapatkan keturunan 

yang shalih. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang 

yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang 

tuanya.5 

Salah satu upaya untuk membentuk keluarga yang harmonis ialah 

dengan memperhatikan faktor yang dapat menunjang dan faktor yang 

menghambat terbentuknya keluarga yang tenang, keturunan yang baik 

secara mental dan fisik, karena diantara tujuan perkawinan adalah untuk 

                                                                 
4
Sudarsono, Hukum Keluarga Nasional(Jakarta : Rineka Cipta, 1997), 62. 

5
Ahmad Rafii Baihaqi, Membangun Surga Rumah Tangga, (Surabaya : Gita Media Press, 2006), 

8. 
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membentuk keluarga yang bahagia (sakinah, mawadah dan warahmah) 

dan memperoleh keturunan.6 

Untuk membentuk keluarga yang bahagia maka perlu adanya 

kriteria untuk memilih pasangan. Didalam Alquran dan Alhadits telah 

memberikan pedoman larangan dan kriteria untuk memilih pasangan 

hidup di dalam Al-quran surat Al-Baqarah ayat 221, yaitu : 

               

            

               

  

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, 

sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang 

mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik 
hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang 

musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka 

beriman. Sesungguhnya budak mukmin lebih baik dari orang 
musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke 

neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan 

dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya 
(perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka 

mengambil pelajaran." 7 

Namun, persoalan kriteria memilih pasangan  dan larangan 

ternyata tidak berhenti di pedoman Al-Quran dan Al-Hadits, didalam 

hukum pernikahan Islam di Indonesia dikenal sebuah asas yang disebut 

selektivitas. Artinya, seseorang ketika hendak melangsungkan 

                                                                 
6
Khoiruddin Nasution, Islam tentang Relasi Suami Isteri (Hukum Perkawinan I) , cet I, 

(Yogyakarta :  Academia Tazaffa, 2004),hal 37. 
7
Departemen Kementerian Agama, Al Qur’an dan Terjemah, (Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab 

Suci Al-Qur’an, 1980),  37.  
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pernikahan terlebih dahulu harus menyeleksi dengan siapa ia boleh 

menikah dan dengan siapa ia terlarang untuk menikah. 8Hal ini 

mengingat telah berinteraksinya umat islam dengan komponen-

komponen budaya yang menghasilkan simbol-simbol baru dalam sistem 

budaya dan belum lagi berinteraksi dengan pengaruh-pengaruh luar 

seperti agama, adat, pandangan hidup yang menyebabkan calon 

pasangan pernikahan saling berbeda.9 

Di dalam hukum adat dikenal juga adanya larangan pernikahan, 

bahkan lebih spesifik dari apa yang diatur oleh agama dan perundang -

undangan. Bila calon jodoh (isteri) berasal dari kelompok saudara ipar, 

orang Jawa menyebutnya dengan istilah kerambil sejanjang. Dalam adat 

masyarakat Batak, yang bersifat patrilineal dan bersendi dalihan natolu 

(tungku tiga) berlaku larangan pernikahan semarga, pria dan wanita dari 

satu keturunan (marga) yang sama dilarang melangsungkan pernikahan. 

Jika pria Batak akan kawin harus mencari wanita lain dari marga yang 

lain pula, begitu juga wanitanya. Sifat pernikahan demikian disebut 

asymetris comnubium di mana ada marga pemberi bibit wanita (marga 

hula-hula), ada marga dengan sabutuha (marga sendiri yang satu 

turunan) dan ada marga penerima wanita (marga boru).Antara ketiga 

tungku marga ini tidak boleh melakukan pernikahan tukar menukar 

                                                                 
8
Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Studi Kritis 

Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU Nomor 1 Tahun 1974 sampai KHI), ( Jakarta: 

Prenada Media, 2004),144. 
9
Kuntowijoyo, Budaya dan masyarakat, cet I Edisi Paripurna, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 

2006),96. 
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(ambil beri). Pernikahan jilu/lusan (siji karo telu dan sepisan), sebagian 

masyarakat jawa menilai pernikahan anak nomor satu dengan anak 

nomor tiga sebaiknya dihindari agar tidak mendatangkan cobaan yang 

tidak diinginkan.10 

Perihal kriteria menikah tersebut juga terjadi di masyarakat Dusun 

Mojosari Desa Mojoagung Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung 

yang dijadikan penulis sebagai objek penelitian yang mengatakan bahwa 

perkawinan tidak boleh dilakukan jika antara calon suami atau calon 

isteri berasal dari daerah ibunya. Contoh : calon suami berasal dari 

daerah asal ibu dari calon iateri, ataupun sebaliknya. Larangan seperti 

ini oleh masyarakat tersebut disebut bali utahi getih. 

Kata bali utahi getih menurut adat masyarakat Dusun Mojosari 

Desa Mojoagung adalah pernikahan antara calon suami dan calon isteri 

akan tetapi salah satu dari mereka berasal dari daerah ibunya. Hal ini 

tidak boleh dilakukan menurut mereka yang saat ini masih dijadikan 

kepercayaan atau keyakinan.11Alasan penulis menyebutkan kepercayaan 

atau keyakinan adalah kepercayaan ketika masyarakat sekedar 

mempercayai adanya pandangan seperti perihal larangan tersebut. 

Contoh ketika dalam wawancara, beberapa masyarakat ditanya 

mengenai perihal larangan tersebut, masyarakat menjawab, “iya, karena 

kata orang zaman dahulu dilarang pernikahan yang demikian (nikah bali 

                                                                 
10

Hilman Hadikusuma, Hukum Pernikahan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum 

Adat dan Hukum Agama, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 63-64 
11

SM (nama samaran), Wawancara, Tulungagung, 20 Desember 2016. 
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utahi getih) karena konon akan membawa cobaan).” Sedangkan 

Keyakinan adalah masyarakat yang mengetahui dengan benar adanya 

pandangan perihal larangan tersebut. Contoh ketika mewawancarai 

beberapa masyarakat termasuk pelaku larangan tersebut dan dukun 

manten, ketika ditanya perihal larangan tersebut mereka mengetahui 

dengan benar bahkan sampai menjelaskan rentetan kejadian demi 

kejadian akibat dari larangan tersebut.  

Alasan larangan ini yang pertama dikarenakan ditakutkan salah 

satu dari calon mempelai yang berasal dari daerah ibu (entah sama 

daerah asal dengan ibu calon suami ataupun dari calon isteri) 

mempunyai hubungan darah sepersusuan atau ditakutkan ibunya dahulu 

pernah menyusui sehingga menjadikan saudara sepersusuan dan alasan 

yang kedua akan membawa malapetaka atau nasib buruk menimpa 

keluarga atau rumah tangga mereka setelah nikah, atau nikahnya tidak 

akan kekal abadi dan akan cepat terpisah sehingga mereka merasa ragu 

ketika akan menikah.  

Mayoritas para penduduk asli dari Dusun Mojosari Desa 

Mojoagung sendiri juga masih mempercayai larangan tersebut dan jadi 

pertimbangan jika akan menikahi seseorang dari daerah asal ibu kalau 

tidak dilakukan akan membawa dampak negatif. Ustadz TPQ 

mengatakan bahwa larangan tersebut sudah menjadi kepercayaan 

didaerah tersebut. Sesungguhnya di Al-Quran dan Hadits tidak ada 

penjelasan tidak boleh menikah dari daerah asal ibu. Latar belakang 
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adanya larangan tersebut karena ditakutkan dan dikhawatirkan menikahi 

saudara sepersusuan. Akan tetapi jika sang ibu tidak pernah menyusui 

anak orang lain itu tidak masalah.12 

Kepercayaan maayarakat Dusun Mojosari Desa Mojoagung   ini 

muncul atau ada  secara turun temurun . Dan sudah tidak diketahui lagi 

sejak kapan awal mulanya adanya larangan tersebut, hingga sampai 

generasi sekarang kepercayaan ini masih diyakini hal tersebut adalah 

petuah orang tua. 

Karena adanya kepercayaan tersebut laki-laki dan perempuan 

didaerah tersebut berhati-hati ketika akan memilih pasangan hidup dan 

tidak melakukan larangan nikah bali utahi getih tersebut jika mereka 

tidak menginginkan adanya malapetaka yang datang.  

Hal ini terbukti bahwa masyarakat Dusun Mojosari Desa 

Mojoagung masih memegang adat atau pandangan hidup peninggalan 

nenek moyang mereka dengan patuh, meakipun hal ini tidak ada dalam 

Al-Quran dan Al-Hadits mengenai larangan bali utahi getih tersebut. 

Akan tetapi satu pandangan dengan Hukum Islam larangan menikahi 

seseorang yang memiliki hubungan saudara persusuan. Seperti yang 

telah dijelaskan dalam Al-Quran, yakni : 

                 

              
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LL (nama  samaran), Guru TPQ, Wawancara , Tulungagung, 20 Desember 2016. 
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             

               

        

  

“Diharamkan atas kamu mengawini ibumu, anak-anakmu 
yang erempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, 

saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara 

ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-
saudaramu  yang laki-laki, anak-anak perempuan dari 

saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui 

kamu, saudara perempuan sepersusuan....”(Surat An-

Nisa':23)13 

 

Didalam kaidah fiqhiyah Al Yaqi<nu La< Yuza<lu bi Shakki yang 

artinya keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan adanya keraguan. 

Yang dimaksud yakin dalam kaidah ini adalah tercapainya kemantapan 

hati pada satu objek hukum yang telah dikerjakan, baik kemantapan itu 

sudah mencapai kadar pengetahuan yang mantap atau presepsi kuat 

(Z>}ann) Jadi bukanlah sebuah kemantapan hati yang disertai dengan 

keraguan saat melaksanakan pekerjaan, karena hal itu tidak kategori 

yakin. Alasan mendasar menganggap kebimbangan tidak bisa 

menghilangkan keyakinan adalah karena posisi keraguan (Shakk) 

dianggap lebih lemah dari pada keyakinan. Keyakinan hanya bisa hilang 

bila telah ada sebab-sebab pasti yang mampu menghilangkan nilai-nilai 

dasar keyakinan. Kekhawatiran atau keraguan tersebut bisa dihilangkan 

                                                                 
13

 Departemen Kementerian Agama, Al Qur’an dan Terjemah, . . . 81. 
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dengan adanya keyakinan tidak pernah menyusui orang lain selain 

anaknya. Dasar dari kaidah ini adalah "apabila salah satu dari kalian 

menemukan sesuatu di dalam perut, kemudian diragukan karenanya 

apakah keluar sesuatu atau tidak, maka jangan keluar dr masjid atau 

membatalkan shalat sehingga mendengar suara atau mencium bau 

(aroma)."14 (HR. Muslim dan Abu Hurairah) 

Pandangan masyarakat Dusun Mojosari Desa Mojoagung  atas 

larangan nikah bali utahi getih adalah suatu kepercayaan masyarakat 

terhadap norma atau aturan yang ada di masyarakat Dusun Mojosari Desa 

Mojoagung. Aturan atau norma adat yang terkesan "memaksa" warga 

untuk patuh terhadap aturan yang telah menjadi sebuah kepercayaan. 

Sesungguhnya tidak ada sangsi yang khusus seperti denda atau hukuman 

fisik untuk orang yang melakukan nikah bali utahi getih tersebut. Akan 

tetapi ada sangsi dari masyarakat Dusun Mojosari Desa Mojoagung 

tersebut yakni, orang yang melakukan nikah bali utahi getih tersebut akan 

dikucilkan, dicemooh dan menjadi bahan perbincangan oleh masyarakat 

sendiri sehingga menjadikan orang yang melakukan nikah bali utahi getih 

tersebut merasa hilangnya rasa percaya diri, cemas, ragu dan takut jika 

akibat larangan nikah tersebut benar-benar terjadi, dan yang paling berat 

orang yang melakukan nikah bali utahi getih tersebut merasa bersalah. 

Oleh karena itu kepercayaan terhadap aturan yang telah berlaku 

masyarakat Dusun Mojosari Desa Mojoagung berharap dapat 

                                                                 
14

H. M. Yahya Khusnan Manshur, Ulasan Nadham Qowaidul Fiqhiyah, (Jombang : PUSTAKA 

AL MUHIBBIN, 2011), 18.  
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menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah wa 

rahmah. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis merasa 

tertarik untuk meneliti atau mengkaji lebih mendalam tentang larangan 

adat nikah bali utahi getih tersebut dengan sudut pandang kaidah fiqhiyah 

Al Yaqi<nu La< Yuza<lu bi Shakki 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan yang 

benar dan bermanfaat tentang larangan adat nikah bali utahi getih. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jelaskan 

diatas, maka penulis mengidentifikasikan, antara lain : 

1. Pernikahan dalam Hukum Islam. 

2. Sepersusuan dalam Hukum Islam. 

3. Larangan pernikahan dalam  hukum Islam. 

4. Kaidah Fiqhiyah Al Yaqi<nu La< Yuza<lu bi Shakki. 

5. Deskripsi larangan adat nikah balik utahi getih di Dusun Mojosari 

Desa Mojoagung Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. 

6. Kaidah fiqhiyah Al Yaqi<nu La< Yuza<lu bi Shakki terhadap larangan 

adat nikah bali utahi getih di Dusun Mojosari Desa Mojoagung 

Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. 
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C. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna dan 

mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang 

diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi 

masalah hanya berkaitan dengan: 

1. Tradisi larangan Nikah Bali Utahi Getih di Dusun Mojosari Desa 

Mojoagung Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. 

2. Kaidah Fiqhiyah Al Yaqi<nu La< Yuza<lu bi Shakki terhadap Larangan 

Adat Nikah Bali Utahi Getih  di Dusun Mojosari Desa Mojoagung 

Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. 

Larangan ini dipilih karena menurut masyarakat dianggap sebagai 

salah satu kekhawatiran penyebab tidak tercapainya sebuah harapan 

dalam pernikahan sehingga seseorang merasa ragu ketika menikah dengan 

pasangan yang berasal dari daerah ibunya yang akan membawa 

malapetaka bagi yang melaksanakannya. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah yang telah penulis pilih maka dapat 

dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana tradisi larangan adat nikah bali utahi getih di Dusun 

Mojosari  Desa Mojoagung Kecamatan Ngantru Kabupaten 

Tulungagung?  
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2. Bagaimana tinjauan kaidah fiqhiyah Al Yaqi<nu La< Yuza<lu bi Shakki 

terhadap larangan nikah bali utahi getih di masyarakat Dusun 

Mojosari  Desa Mojoagung Kecamatan Ngantru Kabupaten 

Tulungagung? 

 

E. Kajian Pustaka 

a. Skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi 

Larangan Pernikahan Sesama Suku", studi kasus di Desa Lohayong 

terdapat larangan adat nikah sesama suku. Yang dimaksud sesama 

suku disini adalah antara calon suami dan calon istri bertempat tinggal 

di daerah yang sama. Jika perkawinan tersebut tetap dilakukan maka 

akan mendapatkan kutukan dalam rumah tangga dan keluarganya. Bagi 

para pelaku tidak akan dikaruniai keturunan. Adapun keturunan akan 

terlahir mengalami kecacatan fisik dan keterbelakangan mental. 15 

b. Skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi 

Perkawinan Perang Bangkat", studi kasus pada masyarakat Osing Desa 

Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi, terdapat sebuah 

tradisi perkawinan yang wajib dilakukan yakni tradisi perkawinan 

perang bangkat.  Perkawinan perang bangkat yaitu sebuah ritual 

perkawinan antara sepasang pengantin yang berstatus anak kemunjilan 

(bungsu) dengan sesama kemunjilan, anak sulung dengan sesama anak 

                                                                 
15

 Tutong Ibrahim, “"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Sesama 
Suku", (Skripsi—UIN Sunan Ampel, 2016), 3.  
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sulung atau anak sulung dengan anak bungsu. Tradisi ini jika tidak 

dilakukan akan banyak mengalami halangan dan rintangan dalam 

mengarungi kehidupan berumah tangga.  Seperti gagal panen,  

munculnya berbagai penyakit pada masyarakat desa dan bencana alam 

akan menimpa desa tersebut. Jadi dampaknya juga dirasakan oleh 

masyarakat daerah tersebut. 16 

c. Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan 

Primbon Jawa Tentang Keharmonisan Dalam Perkawinan", studi kasus 

di Desa Pugeron Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto,  

masyarakat yang tinggal di daerah tersebut mempunyai kepercayaan 

bahwa terjadinya ketidak harmonisan dalam keluarga ini disebabkan 

karena keluarga dianggap melanggar aturan-aturan yang telah 

dipercayai oleh masyarakat dan telah lama ada di masyarakat. Seperti 

tetap melaksanakan pernikahan meskipun dalam perhitungan jawa 

(primbon jawa/weton) tidak menemukan kecocokan dalam 

perhitungannya. Jika tetap dilakukan meskipun menurut primbon tetap 

tidak baik maka pernikahan akan mendapatkan musibah atau bahkan 

perpisahan.17 

d. Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi 

Mbayar Tukon dalam Pernikahan", studi kasus di Desa Gejagan 

Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang, terdapat tradisi yang wajib 

                                                                 
16

 Muhammad Nur Khalis, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan Perang 
Bangkat", (Skripsi—UIN Sunan Ampel, 2015), 6. 
17

 Wahyuni Maghfiroh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mbayar Tukon dalam 

Pernikahan", (Skripsi—UIN Sunan Ampel, 2016), 4-5. 
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dilaksanakan yakni ketika seorang laki-laki dan perempuan ingin 

melaksanakan pernikahan, maka si calon suami harus diwajibkan 

mbayar takon kepada calon istri dan keluarga dari calon istri. 

Pemberiannya dilaksanakan sebelum akad jika dengan ketentuan yaitu 

jumlah pemberian mbayar takon harus sebesar mungkin dan calon 

suami juga menyanggupinya.  Apabila tidak bisa memenuhi kewajiban 

mbayar takon atau jumlahnya sedikit maka si calon suami dianggap 

tidak menghargai calon istri serta keluarga dari calon istri. 18 

Penulis tidak menemukan sama sekali larangan nikah yang 

ditinjau dari kaidah fiqhiyah. 

 

F. Tujuan Penelitian 

1. Menjelaskan tradisi larangan nikah bali utahi getih di Dusun 

Mojosari  Desa Mojoagung Kecamatan Ngantru Kabupaten 

Tulungagung. 

2. Menjelaskan kaidah fiqhiyah Al Yaqi<nu La< Yuza<lu bi Shakki tradisi 

larangan nikah bali utahi getih di Dusun Mojosari Desa Mojoagung 

Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. 

 

G. Kegunaan Hasil Penelitian 

                                                                 
18

 Muhammad Ikhwan Amin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mbayar Tukon dalam 
Pernikahan", (Skripsi—UIN Sunan Ampel, 2016), 6-7. 
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1. Aspek Teoritis :Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman kaidah 

fiqhiyah terhadap masyarakat Dusun Mojosari Desa Mojoagung. 

Dalam menentukan sikap atau tindakan terhadap larangan nikah bali 

utahi getih dan dapat mengkokohkan kepercayaan seseorang terhadap 

ajaran Agama Islam yang paling mulia. Dan adanya dasar kaidah 

fiqhiyah yang bisa dijadikan rujukan. 

2. Aspek Praktisi :Sebagai bahan kajian penelitian lebih lanjut dalam 

rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan kaidah fiqhiyah dan 

dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat.  

 

H. Definisi Oprasional 

Berdasarkan judul penelitian yang telah diangkat oleh penulis 

yaitu,  "Analisis kaidah fiqhiyah Al Yaqi<nu La< Yuza<lu bi Shakki terhadap  

larangan nikah bali utahi getih di Dusun Mojosari, Desa Mojoagung, 

Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung” Terhadap Larangan Nikah 

Bali Utahi Getih  di Dusun Mojosari Desa Mojoagung, maka dapat 

diberikan suatu pendefinisian yang lebih terperinci jelas guna 

menghindari kerancuan. Sehingga spesifikasi masalah akan tampak jelas.  

1. Larangan nikah bali utahi getih adalah larangan pernikahan yang 

dilakukan antara pria dan perempuan akan tetapi salah satu dari 

mereka berasal dari daerah asal ibunya (entah ibu dari pria atau ibu 

dari perempuan). Dan pernikahan tersebut adalah sebuah larangan di 

Dusun Mojosari Desa Mojoagung. 
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2. Kaidah Al Yaqi<nu La< Yuza<lu bi Shakki adalah keyakinan itu tidak 

bisa dihilangkan dengan adanya keraguan. Yang dimaksud yakin 

dalam kaidah ini adalah tercapainya kemantapan hati pada satu objek 

hukum yang telah dikerjakan, baik kemantapan itu sudah mencapai 

kadar pengetahuan yang mantap atau presepsi kuat (Z}aan). 

 

I. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis perlu mendeskripsikan langkah kerja 

yang digunakan  dalam menyusun proposal ini. Langkah kerja yang 

dimaksud adalah: 

1. Jenis Penelitian  

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis 

penelitian lapangan. Jenis penelitian lapangan adalah penelitian yang 

dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh 

langsung dari narasumber. 

2. Data  yang dikumpulkan 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kualitatif. Data kualitatif adalah penelitian yang menggunakan data 

dalam bentuk informasi, komentar, pendapat atau kalimat. Data 

tersebut berupa latarbelakang terjadinya larangan nikah bali utahi 

getih, pendapat masyarakat dan tokoh agama di Dusun Mojosari Desa 

Mojoagung. 
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a. Tradisi larangan nikah bali utahi getih di Dusun Mojosari Desa 

Mojoagung. 

b. Kaidah Fiqih Al Yaqi<nu La< Yuza<lu bi Shakki. 

3. Sumber data 

Sumber data dalam penelitiaan adalah subjek dari mana data 

diperoleh. Dalam penelitiaan lapangan terdapat dua jenis sumber data 

yaitu: 

a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang langsung yang 

memberikan data kepada pengumpul data. Data primer dapat 

dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara. Pada 

pelitiaan ini sumber data primernya adalah : 

1. Pelaku perkawinan Bali Utahi Getih Dusun Mojosari Desa 

Mojoagung. 

2. Dukun manten di  Dusun Mojosari Desa Mojoagung. 

3. Masyarakat Dusun Mojosari Desa Mojoagung. 

4. Bapak modin  Dusun Mojosari Desa Mojoagung. 

b. Sumber data skunder adalah data pendukung yang biasanya telah 

tersusun dalam bentuk buku yang berhubungan dengan 

penelitiaan. Di antaraya adalah : 

1. Muhammad al Dasuqy, Al Akhwal Al- Syakhsiyah fii Al 

Madzhab Al Syafi’iy 

2. Ali Ahmad al-Nadwi, Al-Qawaid al-Fiqhiyah. 

3. Hukum Kekeluargaan Indonesia, Sayuti Thalib 
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4. Halal dan Haram, Yusuf Qaradhwi.  

5. Asyumi A Rahman. Qaidah-qaidah fiqh, cet I. 

6. M. Hamim HR dan Ahmad Muntaha AM, Pengatar Kaidah 

Fiqhiyah. 

7. H. M. Yahya Khusnan Manshur, Ulasan Nadham Qawaid 

Fiqhiyah Al Faraid Al Bahiyah. 

8. Drs. M. Mashum Zainy Al Hasimy, MA, Pengantar 

Memahami Nadzom Al Faroidul Bahiyah 1. 

3. Tekhnik pengumpulan data 

Agar data terkumpul dengan lengkap, jelas dan terstruktur, 

maka penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Metode interview atau wawancara adalah metode pengumpulan 

data dengan jalan bertanya jawab secara sistematis. Penulis 

melakukakan wawancara dengan Pelaku perkawinan bali utahi 

getih , Dukun manten Dusun Mojosari Desa Mojoagung, dan 

Modin Dusun Mojosari Desa Mojoagung 

b. Observasi 

Sebagai metode ilmiah observasi yaitu pengamatan dan 

pencatatan dengan sistematis atau fenomena-fenomena yang 

diteliti.Penulis menggunakan observasi langsung kedaerah obyek 

penelitian. Disini penulis mengamati realita yang ada di lapangan 
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mengenai kepercayaan atau keyakinan larangan adat nikah bali 

utahi getih di Dusun Mojosari Desa Mojoagung. 

4. Teknik pengolahan data 

Setelah terkumpul , maka penulis mengadakan analisis data, 

dalam tahap ini tahapan-tahapan yang akan ditempuh adalah sebagai 

berikut: 

a. Editing  adalah pemeriksaan kembali terhadap data-data yang 

diperoleh. Tentang larangan nikah bali utahi getih di Dusun 

Mojosari Desa Mojoagung yang telah diperoleh dalam kejelasan 

untuk penelitian. 

b. Organizing adalah menyusun sistematis data yang diperoleh 

tentang larangan nikah bali utahi getih di Dusun Mojosari Desa 

Mojoagung dalam kerangka paparan yang telah direncanakan 

sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara 

jelas tentang permasalahan yang diteliti. 

5. Teknik analisis data 

Setelah data telah terkumpul dan dikelola dengan menempuh 

beberapa tahap pengelolaan data, maka penulis akan menganalisis 

data tersebut dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan 

pola pikir induktif yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau 

gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis faktual dan 

akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara 
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fenomena-fenomena yang diselidiki.19 Kemudian data tersebut diolah 

dan dianalisis dengan pola pikir induktif, yakni bermula dari hal-hal 

yang bersifat khusus yaitu tentang larangan nikah bali utahi getih 

pada masyarakat  Dusun Mojosari Desa Mojoagung dan yang 

umumnya berupa Al-Quran, Al Hadits, kaidah fiqhiyah dan buku-

buku yang menjelaskan tentang pernikahan. 

Hasil analisis inilah diharapkan bisa menjadi suatu jawaban 

atas rumusan masalah diatas dan sekaligus sebagai bahan untuk 

pembahasan hasil penelitian dan bisa ditarik suatu kesimpulan. 

 

J. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan proposal ini terdiri dari 5 bab yang masing-

masing menampakkan titik berat yang berbeda, akan tetapi mempunyai 

satu kesatuan, saling berhubungan dan saling melengkapi. Dan 

terbentuknya sistematika pembahasan ini diharapkan bisa memberikan 

gambaran yang lebih jelas pada pembahasan penelitian ini. Adapun 

sistematika pembahasan antara lain : 

Bab pertama, pendahuluan yang berisikan latarbelakang masalah,  

identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, 

kegunaan hasil penelitian, identifikasi masalah, definisi operasional, 

metode penelitian, sistematika penelitian. 

                                                                 
19

Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63. 
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Bab kedua,  berisi tentang teori sebagai bahan analisis terhadap 

pokok masalah, meliputi : pengertian pernikahan menurut KHI dan 

Hukum Islam, tujuan pernikahan,sepersusuan dalam hukum islam, adanya 

sebab larangan dalam pernikahan ditinjau dari segi hukum islam, dan 

kaidah fiqiyah Al Yaqi<nu La< Yuza<lu bi Shakki. 

Bab ketiga terkait profil Desa Mojoagung, asal usul nikah bali 

utahi getih, praktik pernikahan bali utahi getih dan yang berkaitan dengan 

larangan nikah bali utahi getih pada masyarakat  Dusun Mojosari Desa 

Mojoagung. 

Bab keempat berisikan analisis deskripsi larangan nikah bali utahi 

getih pada masyarakat  Dusun Mojosari Desa Mojoagung yang meliputi 

faktor-faktor penyebab adanya Kepercayaan Larangan Nikah Bali Utahi 

Getih, penetapan sepersusuan dalam hukum islam, analisis kaidah 

fiqhiyah Al Yaqi<nu La< Yuza<lu bi Shakki  dan Al A<datul Muhakkamahtu. 

Bab kelima memuat penutup yang merupakan akhir pembahasan 

yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari penulis.  
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERKAWINAN, SEPERSUSUAN, KAIDAH FIQIH AL 

YAQI<NU LA< YUZA<LU BI SHAKKI. 

 

A. Perkawinan 

1. Pengertian Perkawinan  

Manusia diciptkan Allah ada laki-laki dan perempuan untuk 

berpasang-pasangan. Diberikan di dalamnya hasrat untuk berkasih 

sayang saling mencintai, untuk membentuk sebuah keluarga maka 

diikat dengan adanya pernikahan. Pernikahan merupakan sunnatullah 

yang umum berlaku pada semua makhluk Nya, baik pada manusia , 

hewan  maupun tumbuh-tumbuhan.
1
 Allah tidak mau menjadikan 

manusia seperti makhluk lain, yang hidup bebas mengikuti nalurinya 

dan berhubungan antara jantan dan betina secara anarki tanpa satu 

aturan. 

Kata pernikahan berasal dari kata nikah dan berasal dari bahasa 

Arab yaitu ‚النكاح‛ dan ‚الزواج
2
. Penggunaan kata ‚النكاح‛ ini 

sebagaimana dalam surat An Nisa’ ayat 3: 

                                                         
1
 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), 6. 

2
 Ahmad Warson Al-Munawwir, Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia (Surabaya, Pustaka 

Progresif, 1997), 1461. 
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                             

                               

       

‚Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil 

terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana 

kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita 

(lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. 

kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku 

adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak 

yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih 

dekat kepada tidak berbuat aniaya.‛
3
 

 

Menurut bahasa nikah juga berarti bergabung ‚ ضم‛, hubungan 

kelamin ‚وطء‛ dan bisa juga diartikan akad ‚عقد‛. Timbulnya 

perbedaan arti tersebut karena dalam Al Qur’an na-ka-ha mengandung 

arti yang berbeda-beda.
4
 Namun pada hakikatnya terminologi nikah 

dimutlakkan atas akad. Mereka menggunakan kata nikah atau akad 

sebagai bentuk konotatif dari kata al wat’u.
5
 

Secara terminologis nikah menurut beberapa pendapat adalah 

sebagai berikut : 

‘Ulama’ Hanafiyah memberikan pengertian pernikahan, sebagai 

akad yang memberikan faedah dimilikinya kenikmatan dengan sengaja. 

Maksudnya adalah untuk menghalalkan suami memperoleh kesenangan 

                                                         
3
 
3
 Departemen Kementerian Agama, Al Qur’an dan Terjemah, . . . , 77 

4
 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan di Indonesia (Jakarta: Kncana, 2009), 36. 

5
 Muhammad Zuhaily, Al Mu’tamad fi al Fiqh asy-Syafi’i (Mohammad Kholison),  (Surabaya : 

Imtiyaz, 2013), 16. 
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(istimta’) dari isteri dan sebaliknya dengan jalan berdasarkan syariat 

Islam.
6
  

Ulama’ Shafi’iyah mendefinisikan nikah sebagai akad yang 

mengandung kebolehan untuk melakukan hubungan badan, dengan 

menggunakan lafadz inkah, tazwij atau yang semakna atau terjemahan 

antara keduanya. 

Ulama’ Hanabillah memberikan pengertian tentang pernikahan 

merupakan akad yang didalamnya menggunakan lafadz inkah dan 

tazwij dalam bentuk jumlah. Dan orang yang diakadkan (suami atau 

isteri) dapat mengambil kesenangan.
7
 

Ulama’ Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah 

suatu akad yang mengandung arti mut’ah untuk mencapai kepuasan, 

dengan tidak mewajibkannya adanya harga. 

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat 

kuat atau mitha<qan galiz}an dan merupakan ikatan lahir dan batin anata 

seorang pria dan wanita untuk mentaati perintah Allah dan siapa yang 

melaksanakannya adalah merupakan ibadah , serta untuk mewujudkan 

kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah.
8
 

Dalam Undang Undang Pernikahan Pasal 1 Nomor 1 Tahun 

1974 mendifinisikan pernikahan sebagai ikatan lahir dan batin antara 

                                                         
6
 Muhammad Muhyi Al-Din Abd al-Hamid, Al-Akhwal al Syakhsiyah fi al-Syari’ah al-

Islamiyah ,(Beirut : Al-Maktabah Al-Alamiyah , 2003), 10. 
7
 Muhammad al-Dasuqiy, Al-Ahwal Al-Syakhsiyah fii Al-Madzhab Al-Syafi’iy, (Kairo:Dar al-

Salam, 2011), 18. 
8
 M Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam ,(Jakarta : Buku Aksara, 1996), 14. 
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seorang laki-laki dengan seorang prempuan sebagai suami isteri dengan 

tujuan membentuk keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
9
 

Dari beberapa pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa 

pernikahan adalah akad yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan 

yang menjadikan dihalalkannya huungan seksual diantara keduanya 

dengan tujuan mencapai keluarg bahagia dan kekal serta untuk 

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah wa 

rahmah. 

2. Hukum Perkawinan  

Para ulama menjelaskan hukum pernikahan dengan beberapa 

kategori. Yaitu yang biasa disebut dengan Ahkamul Khamsah, hukum 

yng lima macam : wajib, sunnah, jaiz, makruh dn haram bisa 

diterapkan kepada seseorang tertentu secara kondisional dalam kaitan 

melaksanakan nikahnya. Untuk lebih jelasnya berikut dipaparkan 

secara terperinci terkait hukum melakukan pernikahan. 

a. Wajib 

Menikah menjadi wajib apabila sesorang pria yang dipandang dari 

sudut fisik sudah sangat mendesak untuk menikah, sedangkan dari 

sudut biaya hidup sudah mampu mencukupi. Sehingga dia tidak 

menikah dikhawatirkan  dirinya akakn terjerumus dalam lembah 

perzinaan, maka wajib baginya untuk menikah. Pernikiahan dalam 
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hal ini menjadi jalan untuk menghindari terjerumus pada 

perbuatan yang melanggar syariat. 

Seandainya hasrat menikah sangat kuat, namun dia tidak memiliki 

kemampuan untuk menafkahi istrinya kelak, lalu dia terpaksa 

tidak melakukan pernikahan, hendaknya dia bersabar dan 

bersungguh-sungguh dalam upaya menjaga dirinya daripada 

terjerumus dalam perzinahan 

b. Sunnah 

Sunnah hukumnya bagi orang yang sudah mampu, tetapi ia masih 

sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram. Dalam hal 

seperti ini, maka menikah lebih baik baginya dari pada 

membujang, karena membujang tidak  diperbolehkan dalam Islam. 

Pendapat jumhur ulama’, berdasarkan pada surat An-Nisa’ ayat 3. 

                      

                             

         

‚Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil 

terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana 

kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita 

(lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. 

kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku 

adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-

budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah 

lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.‛
10

 

                                                         
10 Departemen Kementerian Agama, Al Qur’an dan Terjemah, . . . , 77. 
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Dalam pandangan jumhur perintah di dalam ayat tersebut 

bukanlah untuk wajib melainkan untuk mustahab , dengan alasan 

bahwa ada khiar (pilihan), tergantung suka atau tidaknya seorang 

laki-laki terhadap seorang wanita 

c. Makruh  

Makruh hukumnya bagi orng-orang yang tidak ingin menikah serta 

tidak menginginkan keturunan, dan jika orang yang bersangkutan 

menikah, ternyata pernikahannya membuatnya meninggalkan 

ibadah-ibadah yang tidak wajib. 

d. Mubah 

Mubah hukumnya bagi orang-orang yang tidak terdesak oleh 

alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin atau tidak khawatir 

akan beruat zina dan jika orang yang bersangkutan menikah, tidak 

membuatnya berhenti melakukan ibadah yang tidak wajib. 

e. Haram 

Haram hukumnya menikah bagi orang-orang yang mendatangkan 

bahaya bagi istrinya, atau karena tidak mampu melakukan 

senggama, tidak mampu memberi nafkah atau tidak memperoleh 

pekerjaan, kecuali bila dia berterus terang sebelumnya dan calon 

istrinya mengetahui dan menerima keadaannya, selain itu juga bila 

dalam dirinya ada cacat fisik lainnya yang tidak diterima oleh 

pasangannya. Maka untuk bisa menjadi halal dan dibolehkan 
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menikah, haruslah sejak awal dia berterus terang atas kondisinya 

itu dan harus ada persetujuan dari calon pasangannnya itu.  

3. Tujuan perkawinan 

Pernikahan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang 

bahagia dan kekal, sehingga baik suami ataupun isteri harus saling 

melengkapi agar, masing-masing dapat mengembangkan 

kepribadiannya, saling membantu agar tercapai kesejahteraan serta 

ingin mendapatkan keturunan yang shalih.
11

 

                          

                    

‚Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya 

kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-

Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang 

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 

berfikir.‛ (Surat Ar-Rum : 21)
12

 

 

Adapun tujuan pernikahan menurut masyarakat Hukum Adat yang 

bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan 

keturunan. Dan mempertimbangkan bibit, bebet dan bobot.
13

 Tujuan 

pernikahan menurut Ahmad Rafi Baihaqi : 

                                                         
11

 Ahmad Rafi Baihaqi, Membangun Syurga Rumah Tangga (Surabaya :  Gita Media Press, 

2006), 8. 
12

 Departemen Kementerian Agama, Al Qur’an dan Terjemah, . . . , 406. 
13

 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat (Bandung: Offset Alumni, 1983), 23. 
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a. Untuk memenuhi tuntutan naluri yang asasi 

Perkawinan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk 

memenuhi kebutuhan ini yaitu dengan akad nikah  (melalui 

jenjang pernikahan) bukan dengan cara yang amanat kotor 

menjijikan seperti cara-cara orang jahiliyah dengan 

berhubungan intim tanpa adanya status pernikahan yang 

sangat menyimpang dan diharamkan oleh Islam. 

b. Untuk membentengi akhlak yang luhur 

Sasaran utama dari disyariatkannya perkawinan dalam Islam 

diantaranya ialah untuk membentengi martabat manusia dari 

perbuatan kotor dan keji, yang telah menurunkan dan 

menidurkan martabat manusia yang luhur. Islam memmandang 

perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif 

untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan. 

c. Untuk menegakkan rumah tangga yang Islami 

Dalam Al Qur'an disebutkan bahwa Islam membenarkan 

adanya Thalaq (perceraian), jika suami istri sudah tidak 

sanggup lagi menegakkaan batas-batas Allah, sebagaimana 

firman Allah dalam Alquran Surah Al Baqarah ayat 229 

berikut : 

                          

                             
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                         

                      

    

‚Thalaq (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu 

boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau 

menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal 

bagi kamu mengambil kebali dari sesuatu yang 

telah kamuberikan kepada mereka, kecuali kalau 

keduanya khawatir tidaka akan dapat menjalankan 

hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas 

keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh 

istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum 

Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. 

Barang siapa yang melanggar hukum Allah mereka 

itulah orang yang dzolim.‛
14

 

Jadi tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar suami istri 

melaksanakan syariat Islam dalam rumah tanggnya. Hukum 

ditegakkannya rumah tangga berdasarkan syariat Islam adalah 

wajib. 

d. Untuk meningkatkan ibadah kepada Allah 

Menurut konsep Islam, hidup sepenuhnya untuk beribadah 

kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dari 

sudut pandang ini, rumah tangga adalah salah satu lahan subur 

bagi peribadatan dan amal shalih sampai-sampai menyetubuhi 

istripun termasuk ibadah. 

Rasulullah Saw bersabda : 

                                                         
14 Departemen Kementerian Agama, Al Qur’an dan Terjemah, . . . , 36 
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‚jika kalian bersetubuh dengan istri-istri kalian termasuk 

sedekah. Mendengar sabda rasulullah  rasulullah, seorang 

suami yang memuaskan nafsu birahinya terhadap istrinya akan 

mendapat pahala?‛ Nabi SAW menjawab :‛ Bagaiamana 

menurut kalian jika mereka (para suami) bersetubuh dengan 

selain istrinya, bukankah mereka berdosa.? Jawab para 

sahabat  :‛Ya, benar‛. Beliau bersabda lagi ‚ begitupula kalau 

mereka bersetubuh dengan istrinya  (ditempat yang halal) 

mereka akan memperoleh pahala!‛. 

e. Untuk mencari keturunan yang shalih 

tujuan perkawinan diantaranya ialah untuk melestarikan dan 

mengembangkan Bani Adam, Allah berfirman pada surat An-

Nahl ayat 72, yang berbunyi : 

                  

                     

     

‚Alllah telah menjadikan dari diri-diri kamu itu 

pasangan suami istri yang menjadikan bagimu 

dari istri-istri kamu itu , anak-anak dancucu-

cucu, dan memberimu rezeki yang baik-baik. 

Maka mengapakah mereka beriman kepada 

yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?‛
15

 

Dan yang terpenting lagi dalam perkawinan bukan hanya 

sekedar memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan 

membentuk generasi yang berkualitas, yaitu mencari anak 

yang shalih dan bertaqwa kepada Allah. Tentunya keturunan 

                                                         
15 Departemen Kementerian Agama, Al Qur’an dan Terjemah, . . . , 274. 
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yang shalih tidak akan diperoleh melainkan dengan 

pendidikan Islam yang benar.
16

 

4. Larangan Perkawinan 

Pada dasarnya seorang laki-laki boleh kawin dengan 

perempuan mana saja, namun ada batasan-batasan tertentu 

seorang laki-laki muslim dilarang kawin dengan perempuan-

perempuan tertentu.
17

  Meskipun suatu perkawinan telah 

memenuhi seluruh rukun dan syarat yang telah ditentukan, 

Meskipun suatu perkawinan telah memenuhi seluruh rukun 

dan syarat yang telah ditentukan, belum tentu karena masih 

ada hal yang dapat menghalangi suatu perkawinan sehingga 

menjadikan pernikahan tersebut dilarang untuk dilakukan. 

Di dalam hukum Islam juga mengenal larangan 

perkawinan yang dalam fiqih disebut dengan mahram (orang 

yang haram dinikahi), didalam masyarakat istilah ini sering 

disebut muhrim sebuah istilah yang tidak terlalu tepat. 

Muhrim, kalaupun kata ini ingin digunakan maksudnya adalah 

suami yang menyebabkan istrinya tidak boleh kawin dengan 

                                                         
16

 Ahmad Rafi Baihaqi, Membangun Syurga Rumah Tangga (surabaya : Gita Media Press, 2006) 

10-12. 
17

 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia ( Jakarta: Universitas Indonesia, 1986 ),  5. 
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pria lain selama masih terikat dalam sebuah perkawinan atau 

masih berada dalam ‘talak raj’i’.18
 

Larangan perkawinan dijelaskan dalam al-Quran surat 

an-Nisa’ ayat 22-24, yaitu: 

                         

                  

                    

                  

                    

                       

                          

                     

                       

                           

                  

                      

                    

‚Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang 

telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada 

masa yang telah lampau. Sesungguhnya 

perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan 

seburuk-buruk jalan (yang ditempuh) (22). 

                                                         
18

  Dr. H. Amirur nuruddin, ma, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan 

Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI), (Jakarta : Kencana, 2004), 145-146. 
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Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; 

anak-anakmu yang perempuan saudara-

saudaramu yang perempuan, saudara-saudara 

bapakmu yang perempuan; saudara-saudara 

ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan 

dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak 

perempuan dari saudara-saudaramu yang 

perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; 

saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu 

(mertua); anak-anak isterimu yang dalam 

pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu 

campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan 

isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka 

tidak berdosa kamu mengawininya; (dan 

diharamkan bagimu) isteri-isteri anak 

kandungmu (menantu); dan menghimpunkan 

(dalam perkawinan) dua perempuan yang 

bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa 

lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun 

lagi Maha Penyayang (23). Dan (diharamkan 

juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, 

kecuali budak-budak yang kamu miliki. (Allah 

telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-

Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain 

yang demikian  (yaitu) mencari isteri-isteri 

dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk 

berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu 

nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah 

kepada mereka maharnya (dengan sempurna), 

sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa 

bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah 

saling merelakannya, sesudah menentukan mahar 

itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi 

Maha Bijaksana (24).‛
19

 

Wanita-wanita yang haram dinikahi dapat dibagi menjadi dua 

macam: 

a. Wanita yang haram dinikahi secara permanen (mu’abbad). 

Artinya seorang laki-laki dilarang menikahi selamanya. 

                                                         
19 Departemen Kementerian Agama, Al Qur’an dan Terjemah, . . . , 81-82 
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b. Wanita-wanita yang haram dinikahi secara temporal (ghayru 

mu’abbad). Artinya seorang laki-laki tidak boleh menikahinya 

dalam keadaan tertentu. Akan tetapi, apabila penghalang itu 

telah hilang hilang atau keadaannya telah berubah, maka dia 

boleh menikahinya tidak lagi dilarang.
20

 

Larangan yang bersifat mu’abbad atau permanen terbagi 

menjadi 3 kelompk:
21

 

a. Disebabkan oleh adanya nasab. 

Wanita yang termasuk dalam nasab yaitu : 

1) Ibu kandung 

2) Anak perempuan 

3) Saudara perempuan 

4) Saudara perempuan ibu 

5) Saudara permpuan bapak  

6) Anak saudara perempuan laki-laki 

7) Anak perempuan saudara perempuan 

Di dalam kompilasi hukum Islampun juga telah dijelaskan mengenai 

hal ini, yakni : 

Pasal 39
22

 

Dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria dengan 

seorang wanita disebabkan: 

                                                         
20

 Abu Malik Kamal bin As Sayyid Salim, Shahih Fikih Sunnah, terjemah Khairul Amru Harahap, 

faisal Shaleh jilid 3 ,(Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), jilid 3, 115. 
21

 Mardani Hadikususma, Hukum Perkawinan Modern, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), 12. 
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1. Karena pertalian nasab : 

a. Dengan seorang wanita yang melahirkann atau yang 

menurunkannya atau keturunannya; 

b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu; 

c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya; 

2. Karena pertalian kerabat semenda ; 

a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas 

istrinya; 

b. Dengan seorang wanita bekas istri otang yang 

menurunkannya; 

c.  Dengan seorang keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali 

putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu 

qabla ad dukhul; 
d. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya; 

3. Karena pertalian sepersusuan 

a. Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut 

garis lurus keatas ; 

b. Dengan seorang wanita sessusuan dan seterusnya menurut 

garis lurus kebawah; 

c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan dan kemenakan 

sususuan kebawah; 

d. Dengan anak yang disusui oleh istri keturunannya. 

 Adapun jenis-jenis perkawinan yang dilarang dalam hukum 

perkawinan Islam antara lain adalah sebagai berikut :
23

 

a. Nikah Mut'ah 

Mut’ah yaitu suatu pernikahan yang dilaksanakan untuk 

jangka waktu tertentu, jika waktu yang ditentukan sudah 

habis maka siwanita atau istri dinyatakan terlepas dari 

ikatan pernikahannya 

b. Nikah Syighar 

Syighar ialah seorang laki-laki menikahi puteri laki-laki 

lainnya dan dia pun menikahkannya dengan puterinya tanpa 

                                                         
23

 Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2002), 34. 
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mahar. Atau seorang laki-laki menikahi saudara perempuan 

laki-laki lainnya lalu dia menikahkannya pula dengan 

saudara pe-rempuannya tanpa mahar. 

c. Nikah Muhallil 

Nikah Muhallil yaitu menikahi wanita yang telah ditalak tiga 

setelah berakhirnya masa ‘iddahnya kemudian 

menceraikannya kembali untuk diberikan kepada suaminya 

yang pertama.  

d. Nikah Pinangan atas pinangan  

e. Melakukan perkawinan dalam masa iddah 

Melakukan perkawinan dalam masa iddah yaitu masa tunggu 

bagi seorang perempuan yang cerai dari suaminya untuk 

dapat melakukan perkawinan lagi, hal ini agar dapat 

diketahui apakah perempuan ini mengandung atau tidak. Jika 

perempuan ini mengandung maka ia diperbolehkan kawin 

lagi setelah anaknya lahir, apabila ia tidak mengandung. 

Maka ia harus menunggu selama 4 bulan 10 hari  jika 

bercerai karena suami meninggal dunia atau selama tiga kali 

suci dari haid jika dikarenakan cerai hidup. 

B. Sepersusuan 

1. Pengertian Sepersusuan 
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Kata rada’ menuruut bahasa berarti  menghisap 

puting dan meminum air susunnya. Sedangkan rada’ 

menurut istilah adalah sampainya air susu seorang  wanita 

kedalam tenggorokan anak kecil.  

2. Pendapat ulama tentang sepersusuan 

Mengenai kadar sususan yng dapat menyebabkan 

hubungan mahram terdapat perbedaan pendapat di 

kalangan para ulama’ madzhab, yakni : 

a. Menurut Abu Hanifah dan Malik, kadar susuan yang 

sedikit maupun banyak dapat mengharamkan 

perkawinan. 

b. Menurut pendapat Syafi’i, persusun tidak dianggap 

sempurna dan karenannya tidak menimbulkan 

hubungan mahram  antara yang menyusui dan yang 

disusui. 

c. Menurut Ibnu Hamdan dan Imam Ahmad menurut 

sebagian riwayat , membatasi sekurang kurangnya 5x 

susuan dan mengenyangkan.  

d. Menurut pendapat Tsur Abu Ubaid, Daud Ibnu Ali 

Azzahiry dan Ibnu Musakir, sedikitnya tiga kali susuan 

yang mengenyangkan. 

3. Dasar Hukum Sepersusuan 
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a. Surat Al Baqarah ayat 233 : 

                    

                     

                     

                       

                   

                        

                       

                 

‚Para ibu hendaklah menyusukan anak-

anaknya selama dua tahun penuh, yaitu 

bagi yang ingin menyempurnakan 

penyusuan. dan kewajiban ayah memberi 

makan dan Pakaian kepada para ibu dengan 

cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani 

melainkan menurut kadar kesanggupannya. 

janganlah seorang ibu menderita 

kesengsaraan Karena anaknya dan seorang 

ayah Karena anaknya, dan warispun 

berkewajiban demikian. apabila keduanya 

ingin menyapih (sebelum dua tahun) 

dengan kerelaan keduanya dan 

permusyawaratan, Maka tidak ada dosa 

atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu 

disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada 

dosa bagimu apabila kamu memberikan 

pembayaran menurut yang patut. 

bertakwalah kamu kepada Allah dan 

Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa 

yang kamu kerjakan.‛
24

 

                                                         
24 Departemen Kementerian Agama, Al Qur’an dan Terjemah, . . . , 37 
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b. Surat Al Qashash ayat 12: 

                    

                 

‚Dan kami cegah Musa dari menyusu kepada 

perempuan-perempuan yang mau menyusui(nya) 

sebelum itu; Maka berkatalah saudara Musa: "Maukah 

kamu Aku tunjukkan kepadamu ahlul bait yang akan 

memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku 

baik kepadanya?".
25

 

C. Kaidah Fiqhiyah 

1. Pengertian Kaidah Fiqhiyah 

Sebelum menjelaskan Al Yaqi<nu La< Yuza<lu Bi Shakki 

terlebih dahulu penulis akan membahas satu persatu makna kata Al 

Yaqi<n dan Shakk. Makna bahasanya adalah menurut Ibn Mandzur Al 

Yaqi<n artinya mengetahui menyingkirkan keraguan, dan membuktikan 

kebenaran masalah (verivikasi masalah).  Al Yaqi<n merupakan kebalikan 

dari Shakk.
26 

Menurut istilahnya : 

a. Al Ghozali menandaskan bahwa Al Yaqi<n adalah kemantapan 

hati untuk membenarkan sebuah objek hukum yang benar.
27

 

                                                         
25

Ibid, 86. 
26

 Abu Al Fadli Jamaludin Ibnu Mandzur, Lisan al Arab, JUZ XII (Beirut : Dar Shadir, 1956), 

457. 
27

  Abu Muhammad bin Muhammad Al Ghozali, Al Mustafa, (Beirut : Dar Al-Kutub al Ilmiyah), 

35. 
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b. As Suyuthi menngatakan bahwa Al Yaqi<n adaalah sesuatu yang 

tetap dan pasti yang telah dibuktikan melalui penelitian dan 

menyertakan bukti-bukti yang mendukungnya.
28

 

Jadi Al Yaqi<n  sendiri adalah sesuatu yang pasti. Untuk   

Shakk sendiri yaitu menurut bahasa adalah sesuatu yang 

membingungkan, keraguan atau kebimbangan. Shakk dipandang dari 

segi etimologis artinya menyambung atau melekat. Pada 

perkembangannya Al Yaqi<n  kemudian menjadi terminologi fiqh dan 

terkenal dikalangan ulama fiqh dengan memiliki arti ragu atau 

bingung dalam menentukan diantara ada dan tidak adanya sesuatu 

dengan sama-sama kuat. 

Menurut istilah yaitu sudah dipastikan bahwa sesuatu yang 

pasti itu lebih kuat kedudukannya daripada yang meragukan dan 

membingungkan karena sesuatu yang pasti bersifat tetap dan bisa 

dibuktikan dengan alat bukti yang sah, sedangkan sesuatu yang 

meragukan dan membingungkan dan  penuh dengan berbagai 

kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dikemudian hari dan 

jika ada keragu-raguan maka tidak bisa menghapuskan sesuatu yang 

pasti. 

Jadi Al Yaqi<n  ialah sesuatu yang tetap sebab adanya 

penglihatan dan bukti (dalil).
29

 Sedangkan Shakk adalah 

                                                         
28

  As Suyuthi, Al asbah wa An Nadzar, 58. 
29

 Drs. M. Mashum Zainy Al Hasimy, MA, Pengantar Memahami Nadzom Al Faroidul Bahiyyah, 
JUZ 1, (Jombang : Darul Hikmah, 2010), 98. 
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kebimbangan diantara segi yang salah atau segi yang benar karena 

sama-sama kuat. 

2. Dasar Kaidah Fiqhiyah 

 Dalam Alquran Surah Yunus :36 yang berbunyi : 

                             

       

‚Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali 

persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu 

tidak sedikitpun berguna untuk mencapai 

kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui 

apa yang mereka kerjakan.‛
30

 

       Ayat ini pada mulanya menyoroti karakter orang-orang 

musyrik yang seringkali berpegangan pada prasangka-prasangka 

yang tidak bisa di buktikan kebenaranya. Terhadap tuhan yang 

mesti disembahpun mereka masih cenderung berimajinasi pada 

benda-benda mati yang dalam presepsi mereka dapat memberi 

jaminan keselamatan dan kelangsungan hidup. Dengan ayat ini, 

Allah SWT memberi penegasan akan hal yang mesti dijadikan 

bijakan berfikir dan bertindak: yakni yang jelas-jelas dapat 

menunjukkan pada kebenaran, bukan yang masih diragukan. Karena 

walau bagaimanapun, hal yang masih dalam keraguan atau masih 

menjadi tanda tanya tidak dapat disejarahkan dengan keyakinan. 

                                                         
30 Departemen Kementerian Agama, Al Qur’an dan Terjemah, . . . , 213. 
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Dari penegasan ini akan memunculkan keniscayaan bahwa apabila 

terjadi keragu-raguan yang berpotensi untuk mempengaruhi hal-hal 

yang telah diyakini sebelumnya, sudah barang tentu tidak dapat 

mempengaruhi keyakinan yang sudah ada, selama belum ada 

elemen-elemen fundamental yang dapat menunjukan bukti falid 

bahwa keyakinan itu tidak sesuai kenyataan Al Yaqi<nu La< Yuza<lu 

Bi Shakki 

3. Klasifikasi Shakk 

a. Keraguan dari sumber yang haram. Contoh : binatang 

sembelihan didaerah yang penduduknya muslim dan non 

muslim, maka hukumnya adalah haram, kecuali diketahui benar 

bahwa binatang tersebut hasil sembelihan muslim, sebab 

asalnya dari haram, kecuali pada umumnya disembelih muslim. 

b. Keragu-raguan yang muncul dari yang mubah. Contoh: 

seseorang yang menemukan air yang keadaannya sudah 

mengalami perubahan. Hal ini dimungkinkan adanya dua sebab, 

yaitu sebab ‚najis‛ atau sebab‛ lamanya diam ‚, maka baginya 

diperbolehkan bersuci dengan air tersebut berdasarkan asumsi 

bahwa asal air tersebut suci. 

c. Keragu-raguan yang mucul dari mana asal haram dan halal. 

Contoh : orang berkerja dengan perusahaan yang sebagian besar 

modalnya haram  dan keberadaannya memang tidak bisa 

dibedakan mana yang halal dan mana yang haram. Maka 
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baginya boleh bertransaksi jual-beli dengannya, sebab 

dimungkinkan baranngnya halal dan memang tidak ada 

ketegasan barang yang berstatus haram, hanya saja masih ada 

kekhawatiran pada barangnya yang haram. 

4. Syarat-syarat penerapan kaidah  

Dalam mengamalkan  kaidah ini harus bisa memenuhi syarat-

syarat sebagai berikut:  

a. Bergabungnya dua unsur yang meyakinkan dan yang 

meragukan harus mempunyai kaitan. Maksudnya adalah sesuatu 

yang berkaitan dengan masalah Al Yaqi<n  juga harus 

mempunyai kaitan dengan masalah Shakk. 

b. Adanya perbedaan waktu terjadinya Al Yaqi<n  dan Shakk dalam 

satu waktu. Dengan mendahulukan waktu terjadinya Al Yaqi<n  

dari waktu terjadinya Shakk. Hal itu digunakan untuk 

meniadakan penghilangan Al Yaqi<n  dari Shakk. Karena tidak 

mungkin berkumpul Al Yaqi<n  dan Shakk dalam satu waktu.   

c. Al Yaqi<n  dan Shakk terjadi dalam satu waktu. Maksudnya 

adalah menyepakati sampainya Al Yaqi<n  dan Shakk dalam satu 

tempat. Tetapi tidak bisa bermakna permulaan terjadinya dua 

hal tersebut dalam satu waktu, karena hal tersebut mustahil 

terjadi.  

d. Sampainya waktu Shakk dengan waktu Al Yaqi<n  . Maksudnya 

adalah tidak ada pemisah antara keduanya yang menyelubung 
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dengan Al Yaqi<n  yang lain. Karena masuknya Al Yaqi<n  

pertama tidak bisa membatalkan Al Yaqi<n  yang kedua.  

e. kondisi Shakk dan Al Yaqi<n  . Maksudnya adalah harus ada 

kejelasan antara Shakk dan Al Yaqi<n  secara nyata. Shakk dan 

Al Yaqi<n  tidak bisa melalui model perkiraan.    

f. Adanya pengaruh  langsung dalam menjalankan kaidah ini. 

Maksudnya adalah adanya sifat tetap pada hukum yang pasti 

pada saat terjadi keraguan.  

5. Status Shakk dan Z}ann 

Para ahli hukum sepakat bahyaالشك dan z}ann mempunyai 

makna yang sama, dan keduanya juga merupakan tindakan hati yang 

sulit diketahui. Sekalipun demikian, sebagian para ahli hukum Islam 

melakukan pemilahan secara sistematis tentang kondisi hati dalam 

5 bagian, yaitu : 

a. Yaqi>n, yaitu : ketangguhan hati yang bersandar pada dalil qat}‘i> 

(pasti benar). 

b. I’tiqad, yaitu : keteguhan hati yang tidak bersandar pada dalil 

qat}‘i>. 

c. Z}anni> yaitu : persepsi hati terhadap dua hal yang berbeda, 

dimana salah satunya lebih kuat dari yang lainnya. 

d. Shakk, yaitu: sebuah praangka terhadap dua hal tanpa 

mengunggulkan salah satu diantara keduanya. 

e. Waham, yaitu : kemungkinan yang lebih lemah dari dua hal 

yang edang diaumsikan. 

6. Pengecualian 
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Ada kekecualian dari kaidah tersebut diatas misalnya wanita 

yang sedang menstruasi yang meragukan, apakah sudah berhenti 

apa belum. Maka ia wajib mandi besar untuk shalat. Contoh  lain : 

apabila orang ragu, apakah yang keluar itu mani dan madzi. Maka 

ia wajib mandi besar. Padahal ia ragu, yang keluar itu mani atau 

madzi yang tidak mewajibkan mandi. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

47 

BAB III 

GAMBARAN LARANGAN NIKAH BALI UTAHI GETIH PADA 

MASYARAKAT DUSUN MOJOSARI DESA MOJOAGUNG 

KECAMATAN NGANTRU KABUPATEN TULUNGAGUNG 

 

A. Asal Usul Desa Mojoagung 

Berdasarkan riwayat kepemimpinan desa, Kepala desa Mojoagung 

yang pertama adalah Rono Menggolo, mantan prajurit Pangeran 

Diponegoro yang berasal dari Ponorogo, yang menyelamatkan diri karena 

kekalahan pasukan Diponegoro pada waktu itu. Berdasarkan cerita dari 

salah satu keturunan  Rono Menggolo dan beberapa sesepuh desa 

dikisahkan bahwa pada masa itu, Rono Menggolo bersembunyi dan 

bersemedi memohon petunjuk kepada Yang Maha Kuasa.  

Dalam semedinya dia mendapatkan petunjuk untuk pergi ke arah 

selatan dan akan menemukan pohon Mojo yang sangat besar di seputaran 

sungai Brantas di wilayah Tulungagung. Setelah menemukan pohon yang 

dimaksud maka Rono Menggolo menetap dan membuka lahan pertanian di 

dekatnya. Karena ketokohannya Rono Menggolo diangkat oleh masyarakat 

sebagai pimppinan wilayah dan akhirnya terbentuklah sebuah desa. Karena 

pusat pemerintahnya berada didekat pohon Mojo yang sangat besar, desa 

yang baru terbentuk itu dinamakan desa Mojogede. 
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Dalam pembentukannya desa Mojogede terbagi atas 3 dusun yaitu 

dusun Mojoagung, Mojosari, dan Krecek. Masing-masing dusun dikepalai 

oleh Kamituwo dan khusus dusun Mojoagung dikepalai oleh seorang 

Uceng  (kamituwo besar). 

Tidak diketahui kapan tepatnya, pada masa pemerintahan Mangkoe 

Diwirdjo, nama desa Mojogede berubah menjadi desa Mojoagung dan 

setelah kemerdekaan Republik Indonesia, desa Mojoagung secara 

administrasi terbagi atas 2 dusun , masing-masing dikepalai oleh 

Kamituwo (sebutan lain dari Kepala dusun). 

Kepala desa yang pernah menjabat dari masa ke masa adalah : 

1. Bapak Rono Menggolo 

2. Bapak Singo Drono 

3. Bapak Ndayodimejo 

4. Bapak Minten 

5. Bapak Mangkoe Diwirdjo (1938-1963) 

6. Bapak Jali (1963-1973) 

7. Bapak Serin (1974-1975) 

8. Bapak Cermali (1976-1978) 

9. Bapak Samuji (1981-1989) 

10. Bapak Kasuwan (1990-1998) 

11. Bapak Suharminto (1999-2007) 

12. Ibu Mamik Retnowati, SH. (2007-2013) 

13. Bapak Basuki Al Ukik S (2013-2019) 
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B. Asal Usul Larangan Nikah Bali Utahi Getih 

Jodoh ditangan Tuhan, tidak ada yang bisa memilih dengan siapa 

seseorang berjodoh dan memaksakan kehendaknya jika Tuhan tidak 

merestui. Tapi apa jadinya jika rencana meeenikahi jodoh yang katanya 

pilihan Tuhan yang terencam gagal gara-gara mitos atau kepercayaan yang 

mengakar didaerah tempat tinggal. 

Begitupula yang terjadi di masyarakat dusun Mojosari desa 

Mojoagung yang mempunyai kepercayaan Larangan nikah bali utahi 

getih. Larangan nikah tersebut adalah larangan yang tidak boleh menikahi 

pasaangan dari daerah asal ibunya karena ditakutkan adanya hubungan 

sepersususan dan akan membawa musibah atau bencana yang menimpa 

kedua belah pihak.  

Larangan nikah tersebut sudah tidak diketahui lagi sejak kapan 

karena ada sudah dari dahulu zamannya nenek moyang atau mbah-mbah 

terdahulu. Meskipun sudah tidak diketahui lagi asal usul kapan 

kemunculannya kepercayaan ini masih dipegang oleh masyarakat didaerah 

tersebut. Dukun manten menjelaskan sebagai berikut “nikah bali utahi 

getih kuwi wes mulai ket mbah tekan mbah tekan mbah tekan nduwure 

maneh nanging wes ora ngerti maneh asal usule tekan sinten tapi kuwi 

tetep didadiake pegangan.”
1
 

                                                             
1 Wawancara MB (nama samaran) selaku dukun nikah, Wawancara,  Tulungagung, 21 Desember 

2017. 
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“Nikah balik utahi gethih itu sudah dari orangtua dari orangtua dari 

orangtuanya lagi sampai atas sampai sudah tidak diketahui lagi asalnya 

dari siapa karena sudah sangat lama tetapi itu tetap menjadi pegangan.” 

Larangan tersebut memiliki ruang lingkup yang tidak hanya 

disekitar daerah tersebut seperti contoh yang dipertanyakan penulis kepada 

narasumber, apabila seorang wanita berasal dari daerah Surabaya 

sedangkan sang ibu berasal dari jawa tengah dan ingin menikah dengan 

laki-laki dari daerah jawa tengah, hal ini tidak diperbolehkan menurut 

narasumber, “Enggeh tetep mboten angsal ngunu kuwi jenenge yo podo ae 

bali utahi getih mesio contoh kota e bedo tetap mboten angsal nduk.” “Ya 

tetap tidak boleh seperti itu namanya ya sama aja bali utahi getih 

meskipun contohnya beda kota tetap tidak boleh”
2
 

C. Praktik Pernikahan Nikah Bali Utahi Getih 

Menurut bahasa jawa khususnya desa mojosari kabupaten 

Tulungagung  Bali Utahi Getih adalah kembali ke asal mula darah itu 

berasal, maksudnya kembali ke tempatnya berasal. Yang dimaksud tempat 

yakni tempat asal ibunya dilahirkan. 

Menurut dukun manten menjelaskan bahwa makna dari nikah balik 

utahi wenehi atau lebih dikenal balik utahi getih adalah seseorang yang 

menikah dari daerah asal ibunya, “nikah bali utahi getih utowo wenehi 

kuwi wong lanang utowo wong wadon seng ngrabi pasangan e teko 

                                                             
2
 Ibid, 
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daerah asal wong tuo wadon e, contoh e kuwi prapto asal e ibu e 

mojosari, ngantru rabi karo wadon kang asal e mojoagung sisan”
3
 

“Nikah bali utahi getih atau wenehi itu orang laki-laki atau orang 

perempuan yang menikahi pasangannya dari daerah asal orang tua 

perempuannya, contohnya itu prapto asal ibunya adalah daerah mojoagung 

juga”. 

Menurut aturan tidak tertulis dari nenek moyang terdahulu hingga 

menjadi daging di masyarakat bahwa seseorang yang menikahi pasangan 

yang berasal dari daerah ibunya tidak diperbolehkan atau sudah menjadi 

larangan keras, jika tetap dilakukan maka masyarakat percaya hal ini akan 

menjadi bencana untuk keluarganya. 

“Nikah bali utahi getih kuwi wes mulai ket mbah tekan mbah tekan 

mbah tekan nduwure maneh nanging wes ora ngerti maneh asal usul e 

tekan sinten tapi kuwi tetep didadi ake pegangan, yen sopo ae ora oleh iki 

larangan keras rabi kawo wong dugi daerah asal e ibu e, nanging lek 

panggah sneng yo nduk jeneng e menungso kadong sneng ora ndelok opo-

opo maneh yowes ora popo tapi mesti mburine onok penyesalan, mboh 

kuwi cerai, mboh kuwi pedot urong sampai hari H nikahane, seng lagek 

tas iki kecelakaan seng lanang sedo” 

“Nikah bali utahi getih itu sudah dari orang tua dari orang tua dari 

orang tuanya lagi sampai atasnya sampai sudah tidak diketahui lagi 

asalnya dari siapa karena sudah sangat laman tetapi itu tetap menjadi 

pegangan, kalau siapa saja tidak boleh menikah dengan orang yang berasal 

dari daerah ibunya, tapi kalau tetap ingin menikah namanya saja manusia 

terlanjur suka tidak melihat apa-apa lagi, ya tidak apa-apa tapi bisa 

dipastikan belakangnya pasti ada penyesalan, entah itu cerai atau putus 

                                                             
3
 Ibid, 
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sebelum hari H nya, sampai yang baru-baru ini kecelakaan yang laki-laki 

meninggal.” 

Masyarakat desa tersebut sebenarnya agamis dengan bukti sudah 

banyak berdirinya musholla-musholla, TPQ-TPQ, dan tetap terjaganya 

pengajian rutinan contoh pengajian ibu-ibu/bapak-bapak, diba’, nariyahan, 

tahlilan, slametan,dll. Tetapi mereka tetap mempertahankan kepercayaan 

yang terkadang bertentangan dengan ketentuan syari’at islam, karena 

kepercayaan yang dipertahankan tersebut hanya berlandaskan pada mitos-

mitos yang tidak dapat dirasionalisasikan untuk larangan nikah bali utahi 

getih. 

Alasan dari nikah balik utahi getih ini dikarenakan taakutnya 

pernah terjadi sepersusuan sehingga mereka merasa ragu krtika menikah 

dengan orang yang berasal dari daerah ibunya dan menjadikan mereka 

saudara sepersusuan yang tidak boleh dinikahi. 

“Alasan kenopo kok mboten pareng rabi balik utahi gethih niku 

teros e wong tuo kulo, wong tuo kulo disanjangi kale mbah nganti mbah 

buyut-buyut niku wedi mengko pas ketemu dulur sesusuan e, lha lek 

sampyan tanglet nopo wonten tradisi sesusuan ten meriki kulo nggeh 

mboten paham tapi mungkin dulu waktu zaman mbah-mbah biyen wonten 

ngonten makane sakniki keturunan-keturunan e mboten angsal rabi dugi 

daerah asal e ibu e. Iki wes dadi pegangan kuat e daerah meriki nduk jadi 

gak bisa diganggu gugat. Tapi jenenge menungso nduk yo nduwe nafsu lek 

kadong seneng yo wes ora mikir tapi yo bah-bah yowes tak ilingne” 

“Alasan kenapa kok tidak boleh menikah dari daerah asal ibunya 

itu katanya orang tua saya, orang tua saya dikasih tahu dengan 

nenek/kakek sampai nenek/kakek orang tua dari nenek/kakek (nenek 

moyang sudah tidak diketahui lagi beberapa generasi keatasnya) 
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ditakutkan ketemu (ditakutkan terjadi) saudara sepersusuannya, kalau 

kamu tanya apa ada tradisi susuan disini saya tidak tahu/ tidak paham tapi 

mungkin dulu  zaman nenek/kakek ada seperti itu (tradisi susuan) makanya 

sekarang keturunan-keturunannya tidak boleh menikah/ melakukan 

pernikahan dari daerah asal ibunya (calon/pasangannya dari daerah asal 

ibunya) ini sudah menjadi pegangan yang kuat di daerah sini nak, jadi gak 

bisa diganggu gugat. Tapi namanya manusia mempunyai nafsu kalau 

sudah trelanjur senang ya sudah tidak mikir lagi ya tidak apa-apa sudah 

saya ingatkan”.
4
 

Kepercayaan masyarakat daerah tersebut apabila larangan tersebut 

tetap dilaksanakan maka akan membawa penyesalan dikemudian hari. 

Penulis selain mewawancarai dukun manten juga mewawancarai pelaku 

dari pernikahan tersebut. Menurut pelaku yang meyakini bahwa dampak 

buruk itu terjadi sebab dia melanggar larangan tersebut. 

“Dulu saya pernah berpacaran dengan orang ngantru mbak, 

Cuma jarak beberapa rumah dari rumah nenek dan ibu nggeh niku daerah 

asal ibu kulo mulai dari lahir sampai mau menikah ten meriko mbak, terus 

terang saya berpacaran sudah bertahun-tahun tapi nggeh ngunu kuwi 

mbak aku mesti dinasihati tapi koyok ngenyek ngunu mbak karo 

tetanggaku malah karo keluargaku pisan mbak, tapi aku jujur kurang 

percoyo karo ngunu kuwi meski wonten keraguan awalnya tapi mbak dadi 

aku wes tekad lek bakal mbuktine ndk wong-wong aku bakal bahagia 

masio pacarku wong ngantru tonggone mbah teko ibuku mbak lan asal 

daerah ibu, alhamdulillah nganti rabi mbk tapi nggeh ngonten mbak satru 

teros aku karo keluargaku mbak. Sebelum rabi aku karo bojoku seng 

mbiyen wes sepakat lek wes nikah manggon ndek omah e tiang sepah kulo, 

lha pas wes rabi lha koq mbujuki tho mbak dek.e gk gelem manggon ndk 

omah e tiang sepah kulo njalok e ndek omah e dek.e dewe dadi e yowes 

satru terus kulo tiambak abot lek ninggal tiang sepah kulo mbak, terus 

                                                             
4
 Ibid, 
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onok seng ngompor-ngompori tambah gede satrune mbak nganti aku 

nglahirne anakku jek pirang ulan ngunu mbak aku dipegat karo bojoku, 

yowis piye maneh aku ora kuat malah keluarga lan tonggoku nyukuri aku 

mbak dienyek, jujur loro ati mbak setelah itu aku nekad metu teko ngantru 

pindah ndek trenggalek sangkeng loro atiku lan nyesel e aku mbk, “ 

“Dulu saya pernah berpacaran sama orang Ngantru kak, Cuma 

jarak beberapa rumah dari rumah nenek saya dan juga itu daerah asal ibu 

saya dari lahir sampai mau menikah ya didaerah tersebut kak, terus terang 

saya sudah berpacaran bertahun tahun tapi ya seperti itu kaka saya selalu 

dinasihati tapi ya seperti mengolok-olok kak sama tetangga saya malah 

keluarga saya juga ikut-ikutan. Tapi jujur saya tidak percaya dengan hal 

seperti itu. Jadi saya sudah bertekad untuk membuktikan kepada orang-

orang bahwa saya bisa bahagia meskipun pacar saya orang Ngantru 

tetangga nenek dari ibu kak dan daerah asal ibu. Alhamdulillah mbak 

sampai menikah tapi ya seperti itu kak berantem terus sama keluarga saya 

kak. Sebelum menikah dulu saya sama suami saya pernah sepakat bahwa 

sesudah menikah saya dan suami saya bertempat tinggal di rumah orang 

tua saya, lha kok pas sudah menikah ternyata dia membohongi kak dia 

tidak mau bertempat tinggal dirumah orang tua saya kak, mintanya 

bertempat tinggal dirumahnya sendiri kak, ya sudah bertengkar terus kak 

saya sendiri juga berat kalau meninggalkan orang tua saya, terus ada juga 

yang menjadi provokator jadi tambah besar bertengkarnya kak sampai 

saya melahhirkan anak saya masih beberapa bulan kak, saya sudah di cerai 

sama suami saya ya mau bagaimana lagi kak saya sudah tidak kuat, 

malahan keluarga dan tetangga saya menyukuri (mengolok-olok), jujur 

saya sakit hati kak setelah itu saya nekad keluar dari Ngantru pindah ke 
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Trenggalek karena saya sangat sakit hati dan juga karena penyesalan saya 

kak”
5
 

Menurut Pak Modin S (disamarkan) :” islam kuwi slamet to nduk. 

Dadi lek wong islam iku pengen selamet yo kudu milih utowo nglakoni 

piye ben amrih slamet. Sakjane balik utahi gethi utowo wenehi kuwi Cuma 

kepercayaan ndek hukum islam trah e ra onok. Lha lek kowe percoyo 

nggeh monggo dilakoni lek kowe ora percoyo enggeh ora usah dilaakoni, 

gampang kan? Iki Cuma pilihan nduk lek pengen selamet yo ora popo lek 

pengen ora yo ora popo gampangkan. Lek ragu yowes ora usah dilakoni 

sebab ragu kuwi elek nduk. Dadi gampang ae, kesimpulan e iki Cuma 

kepercayaan lan keyakinan seng wes tau ngalami.”
6
 

“Islam itu selamat. Jadi kalau orang islam pengen selamat iya harus 

memilih atau melakukan bagaimana biar orang tersebut selamat. 

Sebenarnya balik utahi gethih atau wenehi itu Cuma kepercayaan di 

Hukum Islam memang tidak ada. Kalau kamu percaya ya sialahkan 

dilakukan akan tetapi kalau kamu tidak percaya ya tidak usah dilakukan, 

mudahkan? Ini Cuma pilihan kalau ingin selamat ya tidak apa-apa kalau 

gak ya tidak apa-apa mudahkan. Kalau ragu ya tidak usah dilakukan sebab 

ragu itu jelek. Jadi mudah saja, kesimpulannya ini Cuma kepercayaan dan 

keyakinan orang yang pernah mengalami.” 

Demikian wawancara peneliti dengan saudari SMP (pelaku nikah 

bali utahi getih) yang meyakini bahwa larangan tersebut memang harus 

dijauhi jika tidak menginginkan kesialan seperti yang telah ia alami. 

                                                             
5
Wawancara SMP (nama samaran) selaku pelaku larangan pernikahan, Wawancara, Tulungagung, 

21 Desember 2017. 
6
 Wawancara PMS (nama samaran) selaku  modin desa Mojoagung, Wawancara, Tulungagung 13 

Maret 2018. 
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BAB IV 

ANALISIS KAIDAH AL YAQI<NU LA< YUZA<LU BI SHAKKI 

TERHADAP NIKAH BALI UTAHI GETHIH 

 

A. Faktor-Faktor Penyebab Kepercayaan Larangan Nikah Bali Utahi 

Getih di Dusun Mojosari Desa Mojoagung Kecamatan Ngantru 

Kabupaten Tulungagung 

Perkawinan nikah bali utahi getih merupakan sebuah istilah yang 

diberikan oleh nenek moyang, bahwa pernikahan bali utahi getih adalah 

seseorang yang menikah dengan pasangan yang berasal dari daerah asal 

ibu. 

Masyarakat daerah tersebut memahami bahwa larangan nikah bali 

utahi getih adalah larangan yang harus ditaati tidak boleh dilnggar jika 

tidak ingin mendapatkan bencana dikemudian harinya. Meskipun 

masyarakat tersebut agamis tapi mereka tetap mempercayai, memegang 

kokoh larangan dari nenek moyang mereka, ini tandanya bahwa 

masyarakat tersebut sangat mempertahankan tradisi dan adat setempat. 

Meskipun tradisi dan adat tersebut tidak dapat dirasionalisasikan. 

Larangan nikah bali utahi getih sendiri sudah tidak ada yang tau 

kapan awal mula ada dan bagaimana asal usul atau latar belakang adanya 

larangan nikah ini, masyarakat hanya mengetahui bahwa larangan nikah 

tersebut adalah larangan keras yang tidak boleh dilakukan jika tidak ingin 

mendapatkan penyesalan yang terjadi dikeesokan hari. 
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Masyarakat memepercayai tradisi yang diwariskan oleh nenek 

moyang terdahulu, karena mereka banyak yang mempercayai mitos-mitos 

yang dikatakan oleh sesepuh mereka salah satunya dukun manten, karena 

mereka berbicara dengan pengalaman yang mereka llihat. Karenan sebab 

ini masyarakat membenarkan dan mempercayai adanya larangan nikah 

bali utahi getih. 

Ditambah dengan banyaknya kasus-kasus perihal pernikahan bali 

utahi getih ini dengan deretan musibah-musibah yang dialami pelaku 

nikah bali utahi getih tersebut, dengan adanya kasus kemudian dikaitkan 

dengan melanggarnya seseorang terhadap larangan, sehingga semakin 

membuat masyarakat percaya bahwa larangan tersebut nyata. 

Ada beberapa faktor penyebab kepercayaan larangan nikah tersebut 

dipercaya, yakni : 

1. Larangan tersebut menjadi perbincangan dari mulut ke mulut menjadi 

penyebab pertama larangan tersebut dipercayai oleh masyarakat. 

Larangan ini dibincangkan dari atu generasi ke generasi yang lain. 

Informasi larangan tersebut mengandung sebuah alasan sebab akibat 

sebuah karma terhadap tindakan yang telah dilakukan. Hal ini menjadi 

sesuatu yang berbeda dan menarik untuk dibahas sehingga masyarakat 

mudah ingat. Melalui komunikasi lisan lah informasi larangan tersebut 

tersebar luas dari generasi ke generasi. Kenyataannya ketika kita 

mendengarkan informasi berulang-ulang dan dibicarakan dengan 
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banyak orang, informasi tersebut seolah-olah benar dan kemudian 

menjadi sebuah petuah yang dipercaya hingga sekarang. 

2. Masyarakat percaya penentuan hari pernikahan, weton kedua 

pasangan, tempat tinggal pasangan adalah penentu sebuah kebahagiaan 

dalam rumah tangga.  

3. Melebih-lebihkan sebuah persoalan. Kepercayaan larangan nikah bali 

utahi getih ini tidak sepenuhnya salah. Jika kita melihat alasan pertama 

yang mendasari larangan nikah tersebut dikarenakan takut adanya 

hubungan sepersusuan. Dalam Hukum islam sendiri hubungan 

sepersusuan adalah mahram atau dengan kata lain tidak boleh dinikahi. 

Seperti yang dijelaskan dalam Al Qur'an Surat An-Nisa' : 23 yang 

berbunyi : 

                        

                       

                          

                               

                            

     

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-

anakmu yang perempuan[281]; saudara-saudaramu 

yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang 

perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; 

anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang 

laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu 

yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; 
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saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu 

(mertua); anak-anak isterimu yang dalam 

pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, 

tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu 

(dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu 

mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri 

anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan 

(dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, 

kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; 

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang.”
1
 

Adanya hubungan sepersusuan membawa efek hukum yang 

berdampak pada kemahraman. Jadi jika seorang ibu tidak pernah 

menyusui anak orang lain tidak menjadikan mahram jangan dilebih-

lebihkan tidak boleh menikahi pasangan dari daerah asal ibunya 

karena ditakutkan adanya hubungan sepersusuan. 

4. Menyimpulkan hubungan sebab-akibat terhadap sebuah 

kejadian/peristiwa/ musibah yang telah terjadi. Perlu diketahui adanya 

musibah yang terjadi semua karena atas izin Allah dan atas kehendak 

Allah bukan semata-mata sebuah karma atau sebab-akibat karena 

karma sebuah tindakan yang telah lalu sehingga membuat 

keterpurukan di masa yang akan datang. Seperti yang telah dijelaskan 

di Surat Ath-Thaghabun ayat 11, yang berbunyi : 

                             

     

“Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali 

dengan ijin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah 

                                                             
1
Ibid, 81. 
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niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. dan Allah 

Maha mengetahui segala sesuatu.”
2
 

Adanya musibah bukan malah merusak akidah tetapi harus 

membuat diri kita lebih dekat dengan Allah swt, bukan malah 

menjauhkan kita dari Allah swt. 

Agar tidak ada kesimpangan dalam menetapkan hubungan 

sepersusuan terkait alasan larangan nikah tersebut. Pelu adanya bukti 

untuk menetapkannya yaitu melalui sedikitnya 2 alat bukti yang harus 

terpenuhi. 

1. Ikrar adalah pengakuan dari pihak yang bersangkutan pada konteks 

larangan nikah tersebut adalah pengakuan dari seorang ibu. Apakah 

dia pernah menyusui anak orang lain selain anaknya atau tidak. Jika 

ibu benar-benar tidak menyusui anak orang lain maka tidak ada 

hubungan sepersusuan dan boleh terjadi adanya pernikahan. Ikrar 

dijelaskan pada surat An-Nisa' : 135. 

                            

                           

                                   

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu 

orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi 

saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri 

atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya 

ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu 

kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti 

hawa nafsu Karena ingin menyimpang dari 

kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-

                                                             
2 Ibid, 557. 
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kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya 

Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu 

kerjakan.”
3
 

2. Persaksian yaitu kesaksian orang yang mengetahui secara pasti 

bahwa seorang ibu tersebut pernah menyusui anak orang lain. 

Adapun saksi yang disepakati ulama' fiqih adalah 2 orang saksi laki-

laki atau 1 orang laki-laki 2 orang perempuan. Seperti dalam Al-

Qur'an Surat Al-Baqarah : 282. 

                             

                             

                             

                              

                              

                             

                                 

                             

                           

                            

                      

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 

bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang 

ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah 

seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan 

benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya 

                                                             
3
 Ibid, 100. 
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sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia 

menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu 

mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia 

bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia 

mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang 

berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah 

(keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, 

Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan 

persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang 

lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka 

(boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-

saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka 

yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu 

enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; 

dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil 

maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang 

demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan 

persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) 

keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika 

mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di 

antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu 

tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual 

beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit 

menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka 

Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. 

dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan 

Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
4
 

Saksi tersebut bisa berasal dari sudara terdekat ataupun tetangga 

terdekat yang mengetahui dengan benar perihal sepersusuan tersebut 

atau yang telah mengenal keluarga kita secara detail sejak lama. Jika ibu 

tidak pernah menyusui anak orang lain maka tidak ada hubungan 

sepersusuan. 

 

B. Analisis Kaidah Fiqiyah Al Yaqi<nu La< Yuza<lu Bi Shakki Terhadap 

Laranngan Nikah Bali Utahi Getih Di Dusun Mojosari Desa Mojoagung 

Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung 

                                                             
4
 Ibid, 48 
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Al Yaqi<nu La< Yuza<lu Bi Shakki adalah salah satu kaidah dari 5 

kaidah Induk, yaitu : 

1. Al Umu<ru Bimaqa<sidiha yaitu segala sesuatu tergantung pada 

tujuannya. 

2. Al Yaqi<nu La< Yuza<lu Bi Shakki yaitu keyakinan tidak bisa 

dihilangkan dengan adanya keraguan. 

3. Al Mushaqqatu Tajlibu Taysir yaitu kesulitan itu dapat menarik 

kemudahan. 

4. Al Dhoruru Yuza<lu kemudharatan itu harus dihilangkan. 

5. Al ‘A<datu Muhkamatu kebiasaan itu dapat dijadikan hukum. 

Menurut peneliti kaidah Al Yaqi<nu La< Yuza<lu Bi Shakki cocok 

jika ditinjau dengan persoalan larangan nikah bali utahi getih. 

Dikarenakan pertama dari segi keyakinannya. Kedua karena 

keraguannya menikahi pasangan dari daerah asal ibunya. 

Menurut Ibn Mandzur Al Yaqi<n artinya mengetahui, dan 

membuktikan kebenaran suatu masalah. Menurut As Suyuti Al Yaqi<n 

adalah tetap dan pasti yang telah dibuktikan melalui pengetahuan dan 

menyertakan bukti-bukti yang mendukung. 

Dari dua pendapat pakar tersebut, penulis mennnyimpulkan 

bahwa yang dimaksud Al Yaqi<n adalah sesuatu pengetahuan atau 

keyakinan yang bisa dibuktikan dengan bukti yang sah dan berpedoman 

pada Al Qur’an dan Hadits bukan dengan perasangka. Seperti yang telah 

tercantum dalam surat An-Nisa’ ayat 59, yang berbunyi : 
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                              

                           

       

‚Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 

taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. 

Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, 

Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan 

Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman 

kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih 

utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.‛
5
 

Sedangkan Shakk sendiri memang tidak diperbolehkan karena 

membingungkan, tidak bisa dibuktikan hal ini juga dikuatkan dalam 

Alquran Surah Yunus ayat 36 yang berbunyi: 

                                 

     

“Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali 

persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak 

sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran. 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka 

kerjakan.”
6
 

 Al Qur’an adalah sesuatu yang kuat yang tidak bisa dibantah lagi 

akan kebenarann didalamnya. Suatu hukum yang pasti yang tidak bisa 

diingkari tentang apa-apa yang ada didalamnya. Meyakini sesuatu tidak 

berpedoman dengan Al Quran dan Hadits sebagai hukum yang pasti dan 

hanya berdasarkan keraguan dan kekhawatiran yang tidak bisa 

                                                             
5
 Ibid, 87. 

6
 Ibid, 213. 
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dibuktikan, hal ini dapat merusak aqidah karena mempercayai sesuatu 

hukum karena sebatas ragu dan takut terjadi musibah dan malapetaka. 

Adapun syarat penerapan kaidah Al Yaqi<nu La< Yuza<lu Bi Shakki: 

1. Bergabungnya 2 unsur yakni Al Yaqi<n dan Shakk. Harus adanya 

ikatan dan hubungan antara yakin dan keraguan. Akan tetapi 

keyakinan disini adalah keyakinan yang bisa dibuktikan dengan dalil, 

ilmu pengetahuan dan bukti sah yang mendukung. Bukan keyakinan 

berdasarkanzanatau prasangka-prasangka menyebabkan keraguan 

untuk menikahi calon pasangan dari daerah asal ibu. 

2. Adanya perbedaan waktu terjadinya Al Yaqi<n dan Shakk. Al Yaqi<nu 

lebih dahulu muncul sebelum Shakk seperti pada larangan nikah 

tersebut keyakinan tersebut lebih dahulu muncul sejak nenek moyang 

dan keyakinan tersebut tetap dipegang oleh masyarakat hingga 

sekarang sehingga para pemuda-pemudi merasa ragu dan takut ketika 

menikahi calon pasangan dari daerah asal ibunya. 

3. Al Yaqi<n dan Shakk terjadi dalam satu tempat dan satu daerah yang 

sama.  

4. Kondisi  Al Yaqi<n  dan Shakk nyata terjadi di masyarakat, seperti 

yang terjadi pada keyakinan masyarakat terhadap larangan nikah 

tersebut nyata terjadi dan dirasakan oleh masyarakat dampaknya. 

Keyakinan ini sudah menjadi suatu kebiasaan yang terus-menerus 

dilakukan atau diterapkan oleh masyarakat kemudian dari kebiasaan 

tersebut menjadi sebuah hukum atau pedoman ketika akan menikah. 
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Dalam kaidah fiqhiyah kebiasaan tersebut sehingga menjadi sebuah 

hukum di daerah tersebut disebut kaidah Al ‘A<datu Muhkamatu. 

Al ‘A<datu Muhkamatu yang dimaksud kaidah ini adalah suatu 

keadaan adat atau kebiasaan bisa dijadikan pijakan atau pedoman untuk 

mencetuskan hukum ketika tidak ada dalil atau syar’i. Akan tetapi tidak 

semua kebiasaan bisa dijadikah hukum dalam kehidupan ada syarat 

kebiasaan yang bisa dijadikan hukum. 

Syarat-syarat kebiasaan bisa dijadikan pijakan atau hukum dalam 

kehidupan sehari-hari, yaitu : 

1. Kebiasaan harus tidak bertentangan dengan Al Qur’an dan Hadits. 

2. Kebiasaan bersifat umum, yakni menjadi kebiasaan mayoritas 

masyarakat tersebut. 

3. Kebiasaan atau adat ada ketika terjadi suatu masalah. 

4. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak yang berlainan dengan 

kebiasaan tersebut. 

Jika kita melihat syarat-syarat tersebut dan dihubungkan dengan 

keyakinan masyarakat tehadap larangan nikah tersebut. Sekilas semua 

memang terpenuhi khususnya nomer 2,3,4 akan tetapi syarat nomer 1 

tidak terpenuhi karena melebih-lebihkan persoalan hukum. Maksudnya 

alasan larangan nikah bali utahi getih adalah ditakutkan adanya hubungan 

sepersusuan hal ini memang senada dengan Hukum Islam yakni haram 

menikahi saudara sepersusuan akan tetapi jika tidak ada hubungan 

sepersusuan maka diperbolehkan sedangkan di masyarakat persoalan 
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ukum ini dilebihkan bahwa tidak boleh menikahi pasangan dari daerah 

asal ibu tentu hal ini tidak dibenarkan.  



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

68 

BAB V 

PENUTUP 

  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka 

kesimpulan yang telah diperoleh ddari penelitian  yang telah dilakukan 

yaitu: 

1. Larangan nikah bali utahi getih adalah larangan pernikahan yang tidak 

boleh mmenikahi pasangan dari daerah asal ibu. Yang mana ketika 

dilakukan atau dilanggar larangan ini maka pelaku atau pelanggar akan 

mendapatkan musibah dikemudian hari. Keyakinan masyarakat 

terhadap larangan nikah ini sudah menjadi pegangan yang kuat untuk 

tolak ukur melakukan pernikahan. Alasan adanya alasan nikah bali 

utahi getih karena adanya kekhawatiran atau ketakutan adanya saudara 

sepersusuan. 

2. Dalam kaidah fiqhiyah Al Yaqi<nu La< Yuza<lu Bi Shakki keyakinan 

terhadap larangan nikah bali utahi getih tidak dibenarkan karena 

keyakinan tersebut berdasarkan perasangka-perasangka tidak bisa 

dibuktikan, keyakinan yang dibenarkan adalah keyakinan yang bisa 

ditangkap dengan ilmu penegtahuan dan bisa dibuktikan dengan bukti 

yang mendukung. Sedangkan keraguan dan kekhawatiran masyarakat 

ketika akan menikahi pasangan dari daerah asal ibunya tidak 
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dibenarkan karena segala sesuatu yang berdasarkan ragu-ragu tidak 

bisa diyakini. Sebagaimana dalam Alquran Surah Yunus ayat 36 

“Kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali prasangka saja. 

Sesungguhnya prasangka itu tidak akan mengantarkan kebenaran 

sedikitpun.” 

B. Saran 

Dengan selesainya penulisan ini, dapat kiranya penulis memberikan 

saran: 

1. Untuk para pemuka agama atau para penceramah di daerah tersebut 

agar memberikan pengetahuan khususnya mengenai larangan nikah, 

yang mana yang dilarang dan mana yang tidak dilarang  perihal 

tentang larangan nikah bali utahi getih tersebut bahwa memang 

dalam islam tidak boleh menikah dengan saudara sepersusuan akan 

tetapi  jika adanya keyakinan atau bukti bahwa tidak terjadi atau 

tidak adanya saudara sepersusuan maka boleh menikah tidak 

diperuntukkan adanya lararangan tersebut. 

2. Untuk masyarakat di daerah tersebut lebih mengetahui larangan-

larangan nikah yang dibenarkan dalam islam, lebih memilah 

kepercayaan turun temurun mana yang bisa dibuat pegangan dan 

mana yang tidak bisa dijadikan pegangan 
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